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A. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang

Membahas perihal sejarah perjalanan peradilan agama,
peradilan agama telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak
banyak penduduk di Indonesia yang sudah meyakini agama
Islam, di masa sebelum penjajahan. Pada masa perkembangnya
peradilan agama Islam di Indonesia sendiri ada disebabkan oleh
kesadaran dan keresahan masyarakat terhadap hukum yang
bersumber dari pengetahuan agama yang mereka yakini seperti
dari al-Quran, al-Hadits, serta ijtihad para ulama®

Para sejarawan bersepakat bahwa sistem pada peradilan
agama sudah lama dikenal yakni sejak hadirnya Islam di
Indonesia tepatnya pada abad ke-7 M. Pada masa itu hukum
Islam sudah berkembang dan berdampingan dengan hukum adat,
tetapi pada masa perkembangannya pun pengadilan agama

mengalami naik turun. Sebelum adanya Islam di Indonesia,

! Pristiwayanti, ‘Staatsblad 1882 Nomor 152 Tonggak Sejarah
Berdirinya Pengadilan Agama’, Jurnal Fikroh,vol 8.no 1 (2014), h.12.
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masyarakat sendiri sudah mengenal dua peradilan, yakni
peradilan padu, yakni peradilan yang tidak tertulis hukumnya
menggunakan hukum materil yang bersumber dari adat pada
masyarakat tersebut. dan adapun peradilan perdata, yakni hukum
yang dihasilkannya bersumber dari ajaran agama Hindu yang
ditulis di Pepakem.? Pada masa itu peradilan perdata
menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  hukum  yang
menyangkut dengan wewenang. Berakhirnya dua pengadilan ini
yakni pada masa raja Mataram, diganti dengan peradilan serambi
yang berasaskan kepada ajaran islam.. Oleh sebab itu ahli sejarah
satu pendapat tentang sistem peradilan agama di Indonesia
diperkenalkan pertama oleh kerajaan mataram.®

Peradilan agama, yakni pengadilan yang berdiri sendiri
dengan tujuan, tugas dan wewenang sendiri dibawah naungan
mahkamah agung. Peradilan Agama terus berkembang agar bisa
membantu para pihak pencari keadilan agar berperkara dengan

baik dan untuk mendapatkan kewenangan yang telah diberikan

2 Muhammad Sukri, ‘Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
(Pendekatan Yuridis)’, Jurnal llmiah Al-Syir’ah, Vol.10. No.2 (2012),h.5.

® Dewi Indasari, ‘Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Di
Indonesia’, Jurnal IImiah, Vol.6.No.2 (2006), h.22.
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oleh Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974).%
Seiring berjalannya waktu kantor pengadilan agama tidak hanya
ada di Jawa, Madura dan Kalimantan, tetapi sudah menyebar luas
di seluruh wilayah Indonesia, lebih tepatnya di kabupaten atau
kota.

Tidak ada yang mengetahui dan tidak ada peninggalan
bukti catatan bagaimana proses awal pendirian Pengadilan
Agama Pandeglang, yang tercatat hanya secara kelembagaannya
saja, yakni pengadilan agama yang memberikan pelayanan
hukum terhadap masyarakat tepatnya pada tahun 1982, pada kala
itu gedung pengadilan agama terletak di atas lahan milik
departemen agama kabupaten Pandeglang. Tepatnya pada tanggal
28 November 2006. Setelah berjalan beberapa saat,
diresmikannya gedung baru pengadilan agama pandeglang oleh
ketua mahkamah agung (Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCI) diatas
lahan seluas 1000 M? dengan sertifikat hak milik sendiri yang

terletak di JI.Raya Labuan Km. 3 Maja, Pandeglang Banten.’

* Muhyidin, ‘Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia’, Gema
Keadilan, Vol.7. No.1 (2020), h.9.

> Ratna Khuzaenah. Panitera Pengganti Pengadilan Agama
Pandeglang, di kantor Pengadilan Agama Pandeglang, Pada 10 Juni 2021
pukul 14.15 WIB.
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B. Letak geografis dan Demografi Pengadilan Agama
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Pengadilan agama pandeglang terletak di salah satu
kabupaten di provinsi Banten yang secara astronomis berada pada
bagian Barat Daya. Pandeglang sendiri mempunyai wilayah yang
luas yakni 274.689,91 Ha atau 2.747 Km? Yang mempunyai 35
kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan. Pengadilan

pandeglang memiliki yurisdiksi di seluruh Kabupaten Pandeglang

dengan 35 Kecamatan dan 322 Desa dan 13 Kelurahan. 35 Kecamatan

tersebut adalah®:

® Dokumentasi Data Admin IT dan Informasi Pengadilan Agama
Pandeglang, Dikutip Pada 11 Juni 2021, pukul 20.18 WIB
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Desa/ Desa/
NO | Kecamatan NO Kecamatan
Kelurahan Kelurahan

1 | Angsana 9 19 | Labuan 9
2 Banjar 11 20 | Mandalawangi 15

3 | Bojong 8 21 | Mekarjaya 8

4 | Carita 10 22 | Menes 11

5 | Cadasari 11 23 | Majasari 5

6 | Cibaliung 9 24 | Munjul 9

7 | Cibitung 10 25 | Panimbang 6

8 | Cigeulis 9 26 | Pandeglang 4

9 | Cikedal 10 27 | Patia 9
10 | Cikeusik 14 28 | Pagelaran 13
11 | Cimanggu 12 29 | Picung 8
12 | Cimanuk 11 30 | Pulosari 9
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13 | Cisata 9 31 | Sindang Resmi 9
14 | Cipeucang 10 32 | Sukaresmi 10
15 | Jiput 13 33 | Sumur 7
16 | Kadu Hejo 10 34 | Sobang 7
17 | Karang Tanjung 4 35 | Saketi 14
18 | Keroncong 12 Jumlah 335
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C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang
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Kelompok Jabatan Fungsional

Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti

Mubh. Syaifur Rohim, S.E.l | Muhammad Zidni | Rosdiana S.E.

Dina Sagita S.Sos,. M.H. Yudi Tri
Cahyono

Ratna Khuzaenah,S.H.I

Imas Masniah, S.Ag.

Hilal Sabta Hudaya, S.H

(Sumber data dari data admin IT dan informasi Pengadilan

Agama Pandeglang)
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D. Visi Misi Pengadilan Agama Pandeglang
1. Visi Pengadilan Agama pandeglang
“Menjadikan Pengadilan Agama Pandeglang Yang
Berwibawa Dan Bermartabat"

2. Misi Pengadilan Agama Pandeglang

o

Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

pencari keadilan;

b. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang
profesional, bersih dan bertanggung jawab;

c. Penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya
murah;

d. Mewujudkan administrasi dan manajemen perkara

yang tertib, sistematis dan akuntabel;

e. Menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif;

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Yurisdiksi Pengadilan Agama
Pandeglang.
1. Tugas pokok pengadilan agama pandeglang
Pengadilan agama Pandeglang merupakan pengadilan

tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa,
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memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam

bidang-bidang berikut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 pasal 49 Tentang Peradilan Agama, perubahan

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama.:

a.

b.

Perkawinan
Waris

Wasiat

Hibah

Wakaf

Zakat

Infak

Sedekah
Ekonomi Syariah

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam

Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama dan pasal 49, 50 dan Pasal 52 A Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan
1) Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara antar orang-orang yang beragama Islam
2) Menyelenggarakan  administrasi  Peradilan  dan
administrasi umum Perkantoran.
3) Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas
pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang

Pada semua instansi atau peradilan pasti memiliki
fungsi dari dibentuknya suatu instansi atau peradilan tersebut
, begitupun dengan Pengadilan Agama Pandeglang, sesuai
pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan itsbat
kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada

tahun Hijriyah”.



Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan
kewenangan sebagaimana diatas, juga memiliki fungsi-fungsi
sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan, vyaitu mengadakan rencana
pengawasan kepada Hakim, Panitera, Sekretaris, dan
seluruh jajaran secara struktural atas pelaksanaan tugas-
tugasnya, sesuai dengan Pasal 53 ayat Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
Dan pengawasan terhadap administrasi umum. Sesuai
dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman. yang melakukan pengawasan
tersebut yakni hakim pengawas bidang, pelaksanaan
pengawasan tersebut dilaksanakan dengan berkala atau
terus-menerus.

2. Fungsi Pembinaan, yakni menyampaikan bimbingan serta
pengarahan kepada para staf dan jajarannya, berupa tugas
teknis  yustisial, administrasi  peradilan  maupun
administrasi umum. Sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

. Fungsi  Administratif, yaitu melayani pelaksanaan
administrasi kepaniteraan perkara di tingkat pertama,
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali. Serta
pada penyitaan, eksekusi dan administrasi peradilan
lainnya. Serta memberikan pelayanan administrasi umum
kepada seluruh pihak di lingkungan Pengadilan Agama
(Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang
Umum);

. Fungsi Nasehat, yaitu menyampaikan keterangan,
pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada institusi
pemerintahan di wilayah hukumnya apabila diminta.
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009.
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5. Fungsi lainnya, yakni memberikan penyuluhan hukum,

riset dan penelitian dan lain sebagainya, sesuai dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor
KMA/004/SK/11/1991.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok diatas, telah

menentukan kebijakan umum sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas pokok di Pengadilan Agama Pandeglang.

Dengan mengamati cetak biru dari Mahkamah Agung RI dan

Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam 8 (delapan) area

perubahan, maka Pengadilan Agama Pandeglang menetapkan

kebijakan-kebijakan dengan skala prioritas untuk mendukung

terwujudnya visi dan misi, yaitu meliputi :

1.

Fungsi Teknis
Menerapkan kebijakan yang dibuat oleh
Mahkamah Agung RI, diantaranya:
a) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
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b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan.

¢) Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Manajemen Administrasi Perkara

Meningkatkan sistem penyelesaian perkara dan
minutasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi  pada proses administrasi  pengadilan.

Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

01 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai

Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan

Kembali.

Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Pihak pengadilan melakukan beberapa kegiatan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
diantaranya;

a) Melakukan pembinaan secara berkala.
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b) Pelaksanaan DDTK (Diklat di Tempat Kerja) terkait
pelaksanaan tupoksi pegawai.
¢) Mengawasi segala kegiatan di pengadilan oleh Hakim
Pengawasan Bidang.
d) Melaksanakan evaluasi kerja.
e) Melibatkan Hakim dan pegawai dalam pelaksanaan
diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi.
f) Melakukan pemilihan role model untuk pengadilan.
Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan harus dilaksanakan secara
sistematis dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan
sampai dengan pelaporan anggaran yang diatur dalam
aplikasi RKA-KL (Rencana  Kerja  Anggaran
Kementerian/Lembaga), SAS (Sistem Aplikasi Satker),
SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), e-
Rekon (Rekonsiliasi Mandiri), dan KOMDANAS
(Komunikasi Data Nasional).
Manajemen Aset
Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN),

pihak Pengadilan biasanya melakukan pengusulan untuk
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status penggunaan BMN, penghapusan untuk BMN yang
telah rusak berat, dan penatausahaan BMN. Pada
manajemen aset ini pihak pengadilan pemanfaatan
aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara) dan aplikasi persediaan.
6. Keterbukaan Informasi

Pihak pengadilan memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi untuk memberikan segala jenis
informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam satu wadabh,

yakni website internet.”

" Dokumentasi Data Admin IT dan Informasi Pengadilan Agama
Pandeglang, Pada 11 Juni 2021, pukul 21.00 WIB



